‘ CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
i KANTOR KECAMATAN BULU
TAHUN ANGGARAN ZOZQ

o

BAB 1
i PENDAHULUAN

Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah merupakan salah satu agenda yang terus
dilaksanakan Pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini
dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan dibidang keuangan,
- yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
-~ Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
- 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya

Juga dengan terbitnya regulasi otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah
« mendorong aparatur Negara mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik, sehingga apa
- yang disebut Good Governance dapat tercapai. Semangat reformasi yang mengandung subtansi
: materi tentang keterbukaan ini, tidak hanya dituntut oleh masyarakat atau lembaga-lembaga non
- pemerintah, tetapi keterbukaan (transparansi) selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi
_’komitmen semua pihak, termasuk didalamnya para penyelenggara pemerintahan negara, mulai

- dari pusat, provinsi, pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintahan unit terkecil yaitu desa.
)»*Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna mewujudkan transpa

ransi dan
ntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah laporan keuangan pemerintah yang disusun

‘dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berterima umum dan disampaikan

tepat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  mengamanatkan ag

.
dinpaikan

mo ar Bupati
. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD,berupa

ran Keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-

6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud
knya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas. dan Catatan

vang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.
ngan atas Pelaksanaan APBD Kecamatan Kedu Tahun Anggaran 2020

Pﬂ'ﬂt\m Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terdiri dari Laporan Realisasi

Tan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan kecuali Iaporan
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asi Anggaran disusun berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 sedangkan rekapitulasinya
secara konversi antara Permendagri 13 Tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah
24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

~ A. MAKSUD DAN TUJUAN
Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami
et pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen
as pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang
mpunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalapahaman
laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang berisi
nasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.
CALK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang merupakan lampiran dari Peraturan
. tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan Daerah dimaksud pada
% ckatnya sebagai bentuk Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh ksekutif dan
kepada publik atau para pihak pembayar pajak dan yang secara normatif adalah
segenap kekayaan negara yang dikelola oleh para pemegangnya di daerah. Sedangkan

i dan tujuan duisusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

dalam bentuk Laporan Keuangan adalah guna sekurang-kurangnya memberikan

S Mnmmmhsaslanggmn,neraca,amskas,
ngan kepada pengguna yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak
; dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah.

beserta catatan laporan

- 4an Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten
n Propinsi Jawa Tengah;
: ,M 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaga

"W Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

or 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
ng ~Wn atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

‘5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung
jawab Keuangan Negara (Lembrana Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

an Negara Republik Indonesia Tahun

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daera
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
[ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

?ﬁ 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribus
publik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

h. dan Dewan Perwakilan Rakyat

9 Nomor 123, Tambahan

1 Daerah

P
1 )

(Lembaran Negara Re
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu

‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
1 Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif

Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

entang Pembentukan Peraturan Perundang-

n 2011 Nomor 82, Tambahan

a Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
egara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran
MOnesia Nomor 4287);
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14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukn
Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lemabaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badab
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran NEGARA Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45030;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokeler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia THUN 2005 Nomor 136, Tambahan Lem,baran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonsia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

» Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

: Sﬁ'liahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repiblik

Wia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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(LEMBARAN Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
. Penerapan Standar Playanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587);

~ 25. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45880;

~ 26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

,f; ¥ 27,Petman Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
A

- Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan

< N -
B TrelEed

i
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L 7
il

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Baranag Milik
» Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855):

YJ‘B.Pe:'atumn Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
e " Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):

TQ.W Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraaan
:" Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
A - Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lembaran NEGARA

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

turan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahar
‘Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot

| Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembara
blik Indonesia Nomor 47370;

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembara
In onesia Nomor 4741);
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] M Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan
¢ dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat
hbup&m Temanggung (Lembaran Dacrah Kabupaten Temanggung Tahun 2009
- 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dacrab
at n Temanggung  Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dun
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rukyat Dacrah Kabupaten
anggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
uran Dacrah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
1 Wilayah Kabupaten Temanggung 2008-2028 (1Lembaran Dacrah Kecamatan Bulu
n 2008 Nomor 5);
- Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Fencana
sangunan Jangka Panjang Daerah (RPIPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Dacrah
ten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
an Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan
an Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Dacrah Kecamatan Kedu Tahun 2008
il
rab Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Orpanisasi dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung

erah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);
acrah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008 tentang ( drganisasi dan

Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14);

Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
.-]Xnas Kecamatan Kedu (Lembaran Daerah Kecamatan Kedu Tahun 2008
agaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kecamatan Kedu Nomor
1 tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kecamatan Kedu Nomor 15
antang Organisasi dan TATA Kerja Dinas  Kecamatan Kedu (Lembaran
KEDU Tahun 2011 Nomor 6);

h Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
lan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan LEMBAGA
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
;16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
) 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Ch

n Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

S

‘RAH Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 7)
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i,.' 42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

? Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 170

43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 TAHUN 2011 tentang Org
dan Tata Kerja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung

TAHUN 2008 Nomor 180

" 44, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung (Lembarana Daerah

R AR

anisasi

T
¥

‘ Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 19)

" 45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 )
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 2);

© 46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

i Baran Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17)

~ 47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 t
Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 20);

;f Q.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran

@'“ Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011

| (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 201 0 Nomor 10);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan

; Tata Kerja Badan Penyuluhan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten

 Temanggung Tahun 2011 Nomor 8)

0. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer

! 12013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 54);
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

entang Pajak

g Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan

ah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Bmah sebagaimana telah beberapa kali diub
‘Dalama Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam
geri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

an Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan
patan Dan Belanja daerah tahun Anggaran 2016 ( Berita Negara republik
12011 nomor 310);

Temanggung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar biaya tahun

ah terakhir dengan Peraturan Menteri
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e ‘ BAB II
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

L RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN
A. PENJELASAN LAPORAN NERACA

ASET
1. Kas dan Setara Kas
Kas dan Setara Kas : 2020 2019
Rp Rp L]
a. Kas 0 0
b. Kas di bendahara
Pengeluaran
: c. Kas di Bendahara 0 0
2 Penerimaan
b d. Investasi jangka pendek 0 0
g; 0 0
B Kas di bendahara Pengeluaran yang bukan merupakan sisa UP/GU/TU

sebesar Rp. 0..- yang terdiri dari :

- Pajak tahun 2020 yang di setor tahun 2021 sebesar Rp. 0.-
- Jasa Giro Tahun 2020 yang disetor tahun 2021 sebesar Rp. 0

a. Kas di Bendahara Pengeluaran
: Saldo kas di bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih
- dipegang oleh Bendahara Pengeluaran di Kantor Kecamatan Bulu per 31

2019
Rp Rp
0 OJ

merupakan sisa UP/GU/TU
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i Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai
; ,iﬁx pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan
2 wml Pemeintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk

d&jmlldwemhkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih di Satuan
2.3 “Kerja, dengan rincian saldo per 31 Desember 2019 dan 2020 sebagai beikut :

~ Persediaan 2019 2020
| Rp Rp
a.  Alat Tulis kantor 190.1000 294.400
..b. Alat Listrik dan Elektronik 0 100.000
¢ Matrai 84.0000 0
- d. Peralatan/bahan kebersihan 1.137.400 268.400
e Barang cetak 0 255.000
. Alat dapur 0 0
E Perlengkapan ktr lainnya 541.600 0
Jumlah persediaan 1.953.100 917.800

»sisi dan nilai saldo Aset Tetap ( AT) per 31 Desember 2020 dan 2019

2020 2019
Rp Rp
539.882.327 539.882.327
1.087.061.318 1.076.061.318
1.267.477.000 1.267.477.000
71.272.200 71.272.200
19.930.700 19.930.700
2.985.623.545 2.974.623.545

dalam TA 2020 sebesar Rp. 11.000.000.,-
per tanggal 31 Desember 2020 dapat
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saldo 2019 penambahan | Pengurangan saldo akhir 2020 |
539.882.327 0 0 539.8%82.327 |
1.076.061.318 | 11.000.000 0 1.076.061.31% |
|

1.267.477.000 0 0 1.267.477.000 5
!

71.272.200 | 0 0 71.272. 200\

0 0|

0 0 \

1

2.954.692.845 11.000.000 7.965.692.845 |

., |

5 M akhir aset tetap TA 2020 sebesar Rp. 2.965.692.845.- yang disajikan di
¥4 W merupakan nilai aset tetap neraca TA 2019 ditambah mutasi
. dan pengurangan serta realisasi belanja modal tahun anggaran

yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Bulu

masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

nambahan peralatan dan mesin sebesar Rp. 11.000.000.- karena belanja
al tahun anggaran 2020

han gedung dan bangunan sebesar Rp. 0.- karena belanja modal

n nilai saldo Aset Lainnya ( AL) per 31 Desember 2020 dan

2020 2019
Rp Rp
18.025.000 18.025.000

18.025.000 18.025.000
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' l', K&waﬁbm jangka pendek 2020 2019
s Rp Rp
a. Hutang PFK 0 0
b. Hutang jangka
pendek lainnya 0 0
0 0

PFK per 31 Desember 2020 sebesar 0 adalah hutang pajak yang sudah
ngut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD namun sampai dengan tutup
1 anggaran belum disetor ke Kas Negara dan disetor pada tahun 2020
n perincian sebagai berikut :
or Kecamatan Bulu Rp. 0
E a pendek lainnya
Belanja Pegawai Rp. 53.308.443

v Belanja barang dan Jasa Rp. 1.236.571
Rp. 54.545.014

kan jumlah kekayaan bersih kantor Kecamatan Bulu
A ( EDL ),Ekuitas Dana Investasi ( EDI ) dan Ekuitas
31 Desember 2020 dan 2018 tersebut dapat dirinci
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2020 2019
Rp Rp
Ekuitas Dana Lancar 917.800 1.953.100
2. Ekuitas Dana
Investasi
3. Ekuitas Dana
Cadangan

Jumlah Ekuitas Dana

917.800 1.953.100

Jasa giro Tahun 2020 yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2020

Ekuitas Dana Investasi ( EDI)
5 Akun ini merupakan kekayaan Kantor Kecamatan Bulu yang ber
dan aset lainnya dikurangi dengan

gal 31 Desember 2020 dan

asal dari

ih investasi permanen diatmbah aset tetap
jangka panjang, yang sampai dengan tang

gai berikut :
s Dana Investasi: 2019 2020
Rp Rp
0 0
2.992.648.545 3.003.648.545

2.992.648.545 3.003.648.545
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b Aset tetap 2985621545 2.974.623,545
¢ Avet lainnya 18.025.000 18.025 000

74 Jumlah 3003648545 2.992 648 545

2. Ekuitas Dana Cadangan

Saldo akun ini merupakan keknyuan Kantor Kecamatan Bulu yang berssal dan
~ dana cadangan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar

~ Rpo.

B, PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

" BELANJA

B!ll:\ll Daerah meliputi Belanja Operasional, belanja Modal, belanja Tidak
Terduga ( B1T) dan belanja Transfer bagi hasil ke desa. Dalam TA 2020 dan

2019 di Kantor Kecamatan Bulu Anggaran dan realisasi belanju daerah TA 2020

~ serta realisasi TA 2019 sebagai berikut :

lanja Tidak Langsung
sasi Belanja Pegawai TA 2020 Rp.
‘ .Wﬁ,- atau 95,57 % dari anggaran

i tidak terserap tidak ada e
Anggaran Realisasi
wa 128.679.000 125.602.500
- , - 5 86
dan Jasa 198.754.946 177.227.5
4 11.000.000  11.000.000

338.433.946 313.830.086

pegawai TA. 2020 sebesar Rp. 125.602.500,- atau 97.60 % dari

). 128.679.000,-
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£ N BAB I
A . ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD KANTOR
KECAMATAN BULU

. ENTITAS AKUNTANSI
Dalam pelaksanaan akuntansi kantor Kecamatan Bulu dilaksanakan

~organisasi dan tata kerja Kecamatan.

. ENTITAS PELAPORAN

‘ Entllls pelaporan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Bulu
'PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGIATAN OPERASIONAL

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
' Undang-undang nomor | tahun 2004 tentang perbendaharaan negara,
] M nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan

% i

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2003 tentang standar akuntansi

)

&'. I’i’_“ 3 \ »

uran Menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas

laan keuangan daerah:
eratura Daerah Kab. Temanggung nomor 6 tahun 2006 tentang perubahan
raturan daerah nomor 4 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan

menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman

n pimpinan dan anggota DPRD Kab. Temanggung:
'Daerah nomor 7 tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan daerah
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BAB 1V
PENUTUP

reformasi, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada

t sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance)
meliputi : partisipasi , penegakan hukum, transparansi. Kesetaraan, daya tanggap,
an kegiatan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada

ng dilaksanakan selama tahun anggaran 2020 tidak lepas dari sikap mental, tekad,

atan dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari

W kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah

aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.
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